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Abstrack 

 
The focus of the research problem is limited to poverty reduction and the effectiveness of 

the Program Keluarga Harapan (PKH) policy at the Ministry of Social Affairs of the 

Republic of Indonesia. Research locations in Pekalongan District, East Lampung 

Regency in 2014-2019. This study uses a descriptive research method with a qualitative 

approach. Sources of data in the form of interviews with informants, library documents 

and the results of scientific research. Informants were selected purposively. The technique 

of collecting data through in-depth interviews and library studies. Data analysis 

techniques with (1) data reduction techniques, (2) data presentation and (3) verification 

and conclusions. 

 

The results of the study show the effectiveness of PKH implementation in Pekalongan 

Subdistrict in 2014-2019 covering 3 things, namely: first the effectiveness of PKH 

implementation in terms of input which includes the determination of target households 

(targetting); both the effectiveness of PKH implementation in terms of the process which 

includes the activities of the initial meeting and validation, group formation, verification 

of commitments, data updating, and distribution of aid; and the third is the effectiveness 

of PKH implementation in terms of output which includes KPM commitment activities in 

the field of Health (Faskes) and KPM commitment in the field of Education (Fasdik). Of 

the three things above, it shows that everything has gone according to the provisions of 

PKH. This means that the implementation of PKH can be concluded that it has been 

running effectively. 

 

Keywords: Evaluation of Public Policy, PKH and Beneficiary Families. 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan dapat dipandang 

sebagai masalah sepanjang masa bagi 

kehidupan manusia, karena kemiskinan 

dapat diwariskan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. Anak yang berasal 

dari keluarga miskin tidak dapat 

mengenyam pendidikan yang layak 

baginya untuk dapat meningkatkan 

kapasitas agar memperoleh pendapatan 

yang lebih layak di masa dewasanya.  

Program pengentasan kemiskinan 

di Indonesia saat ini masih terus gencar 

dilakukan, berbagai macam program 

pemberdayaan dilaksanakan Penduduk 

miskin di Indonesia masih terbilang 

cukup tinggi, belum lagi yang 

tergolong pada rentan miskin, pada 

tahun 2016 tercatat jumlah penduduk 

miskin mencapai 28,01 juta orang 

(10,86 persen). 

Upaya untuk menanggulangi 

masalah kemiskinan telah 

menunjukkan hasil yang nyata yaitu 

berupa penurunan persentase penduduk 
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miskin dari sekitar 19,14% pada tahun 

2000, turun menjadi sekitar 11,22% 

pada tahun 2015; atau dengan rata-rata 

laju penurunan persentasi kemiskinan 

sebesar -4,33% per tahun. Sementara 

Rasio Gini pada tahun 2002 masih 

sekitar 0,341, kemudian naik menjadi 

0,413 pada tahun 2013, dan sedikit 

menurun menjadi 0,397 pada tahun 

2016. Demikan halnya dengan kondisi 

kemiskinan yang masih relative tinggi 

di wilayah perdesaan yaitu sebesar 

14,21% pada tahun 2015, lebih tinggi 

dari persentase penduduk miskin di 

wilayah perkotaan sebesar 8,29% 

(BPS, 2017).  

Dalam usaha penanggulangan 

kemiskinan, pemerintah menggulirkan 

kebijakan Program Keluarga Harapan 

(PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 

tentang Jaminan Sosial yang 

ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 

15 Tahun 2010 tentang percepatan 

penangulangan kemiskinan. 

Keberadaan PKH bertujuan untuk 

meningkatkan kondisi sosial ekonomi 

KPM, meningkatkan taraf pendidikan 

anak-anak KPM serta meningkatkan 

status kesehatan dan gizi ibu hamil dan 

balita KPM. Pada akhirnya, 

diharapkan PKH tidak hanya 

sekedar mampu menurunkan angka 

kemiskinan dan meningkatkan sumber 

daya manusia keluarga miskin, tetapi 

dapat juga memutuskan rantai 

kemiskinan itu sendiri. 

PKH hadir di Kecamatan 

Pekalongan sejak tahun 2014 dengan 

jumlah anggota sebanyak 832 KPM 

(Kelompok Peneriam Manfaat) 

difasilitasi oleh 4 orang Pendamping 

Sosial yang terbagi kedalam 12 Desa. 

Pada tahun 2016 ada penambahan 

sebanyak 301 KPM, sehingga total 

KPM sebanyak 1.133, dengan 

Pendamping Sosial tetap 4 orang. 

Kemudian pada tahun 2017, terjadi 

penambahan sebanyak 1.558 KPM 

baru dengan tambahan 6 orang 

Pendamping Sosial. Sehingga sampai 

tahun 2019 jumlah KPM mencapai 

2.691 dengan Pendamping Sosial 10 

orang. (Data PPKH Kecamatan 

Pekalongan). 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Kemiskinan  

Menurut. Tjokrowinoto dalam 

Sulistiyani (2004: 27) yang 

menyatakan bahwa: Kemiskinan tidak 

hanya menyangkut masalah 

kesejahteraan (welfare) semata, tetapi 

kemiskinan menyangkut persoalan 

kerentanan (vulnerability), ketidak- 

berdayaan (powerless), tertutupnya 

akses kepada berbagai peluang kerja, 

menghabiskan sebagian besar 

penghasilannya untuk konsumsi, angka 

ketergantungan tinggi, rendahnya akses 

terhadap pasar, dan kemiskinan 

terefleksi dalam budaya kemiskinan 

yang diwarisi dari satu generasi ke 

generasi berikutnya.  

Suharto (2008: 170-180) 

menyatakan bahwa kemiskinan dapat 

dikategorikan dalam empat kategori 

yaitu: Kemiskinan absolut, kemiskinan 

relatif, kemiskinan kultural, dan 

kemiskinan struktural. 

Sulistiyani (2004: 34) menyatakan 

bahwa terdapat berbagai variabel dalam 

menentukan tingkat kemiskinan. 

Misalnya BPS dengan indikator 

kebutuhan kalori 2.100 kalori perkapita 

perhari, Bank Dunia dengan indikator 

2.200 kalori perorang perhari.  

 

2.  Efektivitas Kebijakan PKH 

Efektivitas kebijakan Program 

Keluarga Harapan (PKH) berkenaan 

dengan sejauh mana tujuan program 

tercapai yaitu meningkatnya perolehan 

layanan kesehatan dan pendidikan bagi 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 
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Indikator efektivitas yang digunakan 

dalam penelitian ini mengacu pada 

Pedoman Umum PKH tahun 2007. 

Indikator efektivitas Kebijakan 

PKH dapat dilihat dari 3 sisi yaitu: 

pertama  dari sisi input yang terdiri 

dari penetapan Rumah Tangga Sasaran 

(RTS); Kedua dari sisi proses meliputi: 

pertemuan awal dan validasi, 

pembentukan kelompok KPM, 

verifikasi komitmen di fasilitas 

kesehatan dan fasilitas pendidikan, 

penyaluran bantuan, dan pemutakhiran 

data; ketiga dari sisi output meliputi: 

komitmen KPM di bidang Kesehatan 

(Faskes) dan komitmen KPM di bidang 

Pendidikan (Fasdik). 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, yang mempunyai 

karakteristik alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung, 

deskriptif, proses lebih diutamakan dari 

pada hasil, analisa dalam penelitian 

kualitatif cenderung dilakukan secara 

analisa induktif serta makna merupakan 

hal yang esensial. 

Nazir (2003: 54) menyatakan 

bahwa metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Data primer diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan yang 

mewakili populasi.  Informan 

ditentukan terlebih dahulu dengan 

menggunakan teknik purposive 

sampling, dimana pemilihan informan 

dipilih secara sengaja berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan. 

Dalam penelitian ini, data 

diperoleh melalui hasil wawancara 

mendalam dengan informan dan 

catatan di lapangan yang relevan 

dengan masalah penelitian. Informan 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

dua orang informan yang mewakili 

PPKH Kabupaten Lampung Timur, 

yaitu Ketua PPKH dan Korkab PKH 

Lampung Timur 2, satu orang 

Pendamping PKH Kecamatan 

Pekalongan, dan dua orang KSM PKH 

di Kecamatan Pekalongan. Sementara 

data sekunder diperoleh dari 

kepustakaan, studi dokumentasi atau 

dari laporan penelitian terdahulu. 

Drury dalam Moleong (2012:248) 

menyatakan bahwa tahap analisis data 

kualitatif melalui proses yaitu pertama 

mencatat hasil catatan lapangan, kedua 

mengumpulkan dan memilah-milah, 

mengklasifikasikan, membuat iktisar 

dan membuat indeks, dan ketiga 

mencari makna data, menemukan pola 

dan hubungan anatar data serta 

membuat temuan-temuan umum. 

 

D. Paparan Data dan Temuan Hasil 

Penelitian 

SDM PKH Kabupaten Lampung 

Timur pada tahun 2019 berjumlah 278 

orang, terdiri dari 3 Korkab, 16 APD, 

dan 259 Pendamping Sosial, dengan 

jumlah KPM 72.190. Adapun rincian 

jumlah KPM dan jumlah Pendamping 

berdasarkan Kecamatan dapat dilihat 

pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1.  Jumlah KPM dan Pendamping PKH berdasarkan Kecamatan se 

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 

NO KECAMATAN 
JUMLAH 

KPM PENDAMPING 

1. Bandar Sribawono 2.562 9 
2. Batanghari 3.507 14 

3. Batanghari Nuban 3.356 13 
4. Braja Selebah 1.502 7 

5. Bumi Agung 966 4 
6. Gunung Pelindung 2.031 8 
7. Jabung 4.610 12 

8. Labuhan Maringgai 7.063 24 
9. Labuhan Ratu 2.939 11 

10. Marga Sekampung 2.257 8 
11. Marga Tiga 3.038 9 
12. Mataram Baru 2.452 9 

13. Melinting 2.916 11 
14. Metro Kibang 1.391 8 

15. Pasir Sakti 3.333 11 
16. Pekalongan 2.700 10 
17. Purbolinggo 2.516 9 

18. Raman Utara 1.466 5 
19. Sekampung 3.664 11 

20. Sekampung Udik 4.857 16 
21. Sukadana 5.313 17 
22. Waway Karya 3.747 15 

23. Way Bungur 1.356 6 
24. Way Jepara 2.648 11 

 Jumlah 72.190 278 

Sumber : PPKH Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 

 

Kecamatan Pekalongan terdiri dari 

12 desa dengan jumlah Pendamping 

PKH pada tahun 2019 sebanyak 10 

orang untuk mendampingi sebanyak 

2.689 KPM. Setiap Pendamping di 

Kecamatan Pekalongan mendampingi 

rata-rata 265 KPM. 

Adapun nama Pendamping dan 

jumlah KPM dampingan di Kecamatan 

Pekalongan setelah pemutakhiran bulan 

April 2019, dapat dilihat pada tabel 3.2.  

 

 

Tabel 3.2.  Nama Pendamping dan Jumlah KPM PKH di Kecamatan 

Pekalongan Tahun 2019 

NO NAMA PENDAMPING DESA JUMLAH KPM 

1. Herwanto, S.Pd.I. Sidodadi 275 

2. Indawan, S.E. 
Adijaya 221 

Gondangrejo 108 

3. M. Taufik, S.Pd.I. Siraman 290 
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4. Saiful Anwar, S.Sy. Jojog 397 

5. Ardy Nugroho, S.Pd. Godangrejo 276 

6. 
Feri Kusnun Cahyo, 

S.Pd. 

Ganti Mulyo 54 

Pekalongan 146 

7. M. Fuad Asyari, M.Pd.I. Adirejo 204 

8. Luqy Syafiani, M.Pd.I. Tulusrejo 205 

9. Meilina Firdayati, S.H.I. 
Kalibening 120 

Wonosari 136 

1

0. 

Riki Septiawan, S.Pd. Ganti Warno 210 

Jumlah 2.646 

Sumber : PPKH Kecamatan Pekalongan, data pemutakhiran bulan April 2019 

 

Efektivitas merupakan sebuah 

keberhasilan yang dicapai terhadap 

tujuan atau sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Untuk 

mencapai efektivitas diperlukan suatu 

usaha agar apa yang menjadi sasaran 

dapat tercapai sesuai dengan yang 

diharapkan. Sebagaimana pendapat 

Jones (1994) terkait pemahaman akan 

efektivitas dalam sebuah organisasi 

terdiri dari tiga tahap, yakni dari sisi 

masukan (input), dari sisi proses 

(conversion), dan dari sisi keluaran 

(output). 

 

1. Efektifitas Pelaksanaan PKH Dari 

Sisi Input 

a. Penetapan Rumah Tangga 

Sasaran (Targetting) 

Penetapan Rumah Tangga Sasaran 

(RTS) merupakan kewenangan dari 

Kementerian Sosial R.I. berdasarkan 

data Program Pendataan Perlindungan 

Sosial (PPLS) tahun 2011 oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS).   

Agar dapat ditetapkan sebagai 

peserta PKH, maka RTS tersebut harus 

memenuhi salah satu komponen PKH 

yaitu: ibu hamil/nifas, anak usia 

dibawah 6 tahun atau anak usia dini, 

anak usia SD/ SMP/ SMA atau 

sederajat, penyandang disabilitas berat, 

serta lansia umur 60 tahun keatas.  

Data RTS di Kabupaten Lampung 

Timur turun sekitar bulan Juli 2014. 

Data targeting tersebut kemudian 

dilakukan validasi oleh Pendamping. 

Dari hasil validasi itulah, maka data 

yang memenuhi keriteria ditetapkan 

sebagai peserta PKH. 

Data calon penerima PKH 

(tergetting) yang bersumber dari PPLS 

tahun 2011 timbul permasalahan 

dikarenakan data tersebut sudah tidak 

relevan lagi saat proses validasi dan 

pertemuan awal yang dilaksanakan 

pada tahun 2014. Masih banyak warga 

miskin yang belum terdata, sehingga 

adanya protes dari masyarakat yang 

tidak masuk dalam calon penerima 

PKH.  

Menyikapi permasalahan tersebut, 

petugas Pendamping PKH melakukan 

upaya-upaya penyelesaian masalah. 

Mengacu pada model implementasi 

kebijakan Edwards, bahwa variabel 

yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan meliputi faktor komunikasi, 

sumber-sumber, kecenderungan-

kecenderungan, serta struktur birokrasi. 

Setelah upaya-upaya tersebut dilakukan 

oleh Pendamping PKH, akhirnya 

persoalan tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik. 

2. Efektifitas Pelaksanan PKH Dari 

Sisi Proses 
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a. Pelaksanaan Pertemuan Awal dan 

Validasi 
Pertemuan Awal dan Validasi 

merupakan pertemuan pertama antara 

Pendamping PKH dengan calon 

penerima PKH yang datanya akan 

divalidasi. Proses Pertemuan Awal dan 

Validasi di Lampung Timur, termasuk 

di Kecamatan Pekalongan telah 

berjalan sesuai dengan mekanisme.  

Pada pertemuan awal, Pendamping 

melakukan pengecekan atas kebenaran 

data yang diterima. Calon KPM 

membawa KTP, Kartu Keluarga (KK), 

Raport atau Surat Keterangan Sekolah 

bagi anak sekolah, dan Kartu Menuju 

Sehat (KMS) bagi ibu-ibu hamil atau 

yang punya balita. Selain itu pada saat 

pertemuan awal, KPM juga diberikan 

arahan, motivasi dan kesadaran akan 

pentingnya kesehatan bagi keluarga 

KPM dan pentingnya sekolah bagi 

anak-anak KPM.  

 

b. Pembentukan Kelompok KPM 

Pembentukan kelompok KPM 

bertujuan untuk memudahkan 

Pendamping dalam memberikan 

informasi kepada peserta PKH. Fungsi 

dibentuknya kelompok bisa dijadikan 

media silatuhami antar sesama anggota 

PKH dan Pendamping, dapat juga 

dijadikan sebagai alat konrol atau 

monitoring kepada peserta oleh 

Pendamping. 

Setiap kelompok berjumlah 15 

hingga 30 KPM tergantung wilayahnya 

dan ditunjuk 1 orang dari anggota 

sebagai Ketua Kelompok. Kelompok 

ini wajib menyelenggarakan Pertemuan 

Kelompok Bulanan. Setiap informasi 

yang diberikan dilakukan secara 

berjenjang, dari Pendamping ke Ketua 

Kompok, dari Ketua Kelompok ke 

anggota, atau dapat juga diberikan 

bersama-sama pada saat pelaksanaan 

pertemuan kelompok. 

 

c. Pelaksanaan Verifikasi Komitmen 

Fasdik dan Faskes 

Verifikasi komitmen merupakan 

pembeda antara PKH dengan program 

bantuan tunai (CCT) yang lain seperti 

BLT, atau BLSM.  

Verifikasi komitmen itu 

sederhananya adalah melakukan 

pengecekan pada daftar hadir atau 

absensi anak peserta PKH yang sekolah 

di SD, SMP, atau SMA sederajat, dan 

kehadiran Bumil atau Balita di 

Posyandu, Bidan Desa atau faskes 

lainnya yang dilakukan dalam periode 

tiga bulan sekali.  

Verifikasi inilah yang akan 

menentukan jumlah nominal bantuan 

tiap peserta PKH pada tahap 

berikutnya. Verifikasi dilakukan oleh 

Pendamping PKH di faskes atau fasdik 

yang dimiliki oleh KPM dampingan. 

Peran Fasdik dan Faskes adalah 

menyiapkan daftar hadir serta 

memberikan legalitas berupa tanda 

tangan dan stempel oleh Kepala 

Sekolah atau Kepala Puskesmas. 

Setelah itu hasil verifikasi dikumpulkan 

ke APD/Operator PKH untuk di entry 

dalam SIM PKH. 

d. Pelaksanaan Pemutahiran Data 

KPM 

Pemutahiran data bertujuan untuk 

memperoleh data terbaru (update) 

berkaitan dengan kondisi paling aktual 

kondisi peserta PKH.  

Proses ini terjadi setiap saat tanpa 

adanya periodesasi waktu tertentu. 

Sebagai contoh adanya perubahan 

status dari anak SD naik kelas menjadi 

anak SMP, atau semula kelas 4 SD naik 

ke kelas 5, begitu juga dengan 

perubahan status belum hamil menjadi 

hamil, dari ibu hamil menjadi anak 

balita. Ada juga misalnya yang pindah 
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alamat, meninggal dunia, keluar dari 

kepesertaan PKH dan lain-lain.  

Permasalahan pemutahiran data 

KPM terletak pada dua hal.  Pertama 

berkaitan dengan data dukung 

administrasi peserta PKH seperti; KK, 

KTP, Rapor, KMS, KIA yang tidak 

dimiliki oleh peserta PKH. Tidak 

dilengkapinya data dukung tersebut 

membuat proses pemutahiran data oleh 

pendamping menjadi terhambat. 

Permasalahan ke-dua berkaitan dengan 

kinerja beberapa pendamping yang 

terlambat dalam pelaksanaan 

pemutahiran data. 

Aspek koordinasi, komunikasi, 

pelibatan kelembagaan atau birokrasi 

bahkan dukungan anggaran telah 

dilakukan oleh Pemerintah Lampung 

Timur dalam pelaksanaan PKH 

tersebut. Bahkan Pemerintah Daerah 

telah mengambil kebijakan untuk 

memberikan pelayanan pembuatan KK 

dan KTP secara gratis bagi masyarakat 

yang belum memilikinya. Sedangkan 

untuk petugas Pendamping yang 

terlambat menyelesaikan pemutahiran 

data, ketua PPKH mengambil langkah 

pemberian sanksi berupa Surat 

Peringatan (SP) kepada pendamping 

yang terbukti lalai dalam melaksanakan 

tugas pemutahiran data tersebut. 

e. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan 

PKH 

Penyaluran bantuan PKH 

diberikan kepada peserta PKH 

sebanyak empat kali dalam setahun 

atau setiap triwulan. Sejak tahun 2017, 

lembaga bayar adalah Bank Himbara 

(Himpunan Bank Negara), untuk 

Lampung Timur adalah Bank Mandiri. 

Hal ini dikarenakan adanya perubahan 

mekanisme pembayaran bansos dari 

tunai menjadi non tunai.  

Besarnya bantuan yang diterima 

KPM tergantung jumlah komponen 

yang dimiliki, maksimal 4 komponen. 

Komponen bantuan terdiri dari bantuan 

tetap sebesar Rp. 550.000,- (khusus 

bantuan tetap dibayar sekaligus dan 

hanya 1 kali dalam setahun); bantuan 

anak SD Rp. 900.000,- per tahun; 

bantuan untuk anak SMP Rp. 

1.500.000,- per tahun; bantuan untuk 

anak SMA Rp. 2.000.000,- per tahun; 

sedangkan bantuan untuk bumil, balita 

(anak usia dini), disabilitas berat dan 

lanjut usia masing-masing adalah Rp. 

2.400.000,- untuk setiap tahunnya. 

Penyaluran bantuan langsung 

disalurkan ke ATM milik masing-

masing KPM,  

Prosedur penyaluran bantuan PKH 

telah dilakukan dengan baik oleh 

PPKH, Pendamping serta tim 

koordinasi lainnya seperti Bank 

Mandiri selaku bank penyalur. Masing-

masing tim koordinasi tersebut telah 

memahami tugas dan fungsinya dalam 

pelaksanaan penyaluran bantuan PKH, 

sehingga penyaluran bantuan dapat 

berjalan dengan baik.  

 

3. Efektifitas Pelaksanaan PKH Dari 

Sisi Output 

a. Komitmen KPM di bidang 

Pendidikan (Fasdik) 

Keberadaan PKH memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan 

kesadaran peserta PKH akan 

pentingnya sekolah bagi anak-anak 

mereka. Hal ini dapat ditunjukan 

dengan semakin tingginya tingkat 

kahadiran di sekolah begitu juga 

dengan turunnya angka putus sekolah 

khususnya bagi keluarga miskin 

penerima bantuan PKH.  

Hal inilah yang diharapkan oleh 

PKH, dimana anak keluarga miskin 

mendapat kesempatan yang sama untuk 

dapat mengenyam pendidikan setingi-

tingginya. Dengan bekal tersebut 

diharapkan anak yang berasal dari 
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keluarga kurang mampu ini dapat 

bersaing di dunia kerja yang lebih 

layak dan memiliki penghasilan yang 

layak sehingga dapat terlepas dari 

lingkaran kemiskinan. 

b. Komitmen KPM di bidang 

Kesehatan (Faskes)  

Setelah PKH hadir di Kecamatan 

Pekalongan yaitu pada tahun 2014, 

dapat terlihat dengan jelas tingginya 

jumlah kunjungan dan kehadiran bumil 

dan balita pada posyandu yang ada di 

Kecamatan Pekalongan. Hal ini 

menunjukkan terjadinya pengaruh yang 

sangat signifikan antara pelaksanaan 

PKH dengan kesadaran masyarakat 

khususnya keluarga miskin penerima 

bantuan PKH terhadap pentingnya 

kesehatan bagi keluarga mereka. 

Peningkatan komitmen tersebut 

berimplikasi pada perubahan prilaku 

peserta PKH di Kecamatan Pekalongan 

terhadap layanan kesehatan. 

Keberadaan PKH berdampak positif 

terhadap peningkatan komitmen 

peserta PKH pada fasilitas kesehatan 

setiap bulannya. Keluarga yang sehat 

akan menciptakan generasi yang sehat, 

semua anggota keluarga mempunyai 

komitmen yang sama akan pentingnya 

kesehatan bagi anggota keluarga 

mereka. Tumbuh kembang anak 

terpantau dengan baik, sehingga 

terciptalah anak yang sehat dan cerdas. 

Akhirnya tujuan akhir pelaksanaan 

PKH untuk dapat memutus rantai 

kemiskinan dapat tercapai dengan baik.  

Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH 

sangatlah efekif untuk menurunkan 

angka kemiskinan, sehingga program 

ini perlu ditingkatkan lagi 

pelaksanaannya oleh Kementerian 

Sosial RI, dan tentunya dukungan yang 

optimal dari Pemerintah Daerah. 

 

E. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung 

Timur yang telah berlangsung sejak 

tahun 2014 – 2019, sebagai berikut: 

a. Efektifitas Pelaksanaan PKH dari 

Aspek Input; meliputi kegiatan 

penetapan targetting PKH di 

Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur. 

Kegiatan ini telah berjalan sesuai 

dengan ketentuan dalam 

penetapan RTS, dimana penerima 

PKH di Kecamatan Pekalongan 

adalah Keluarga Miskin dan 

memenuhi kriteria indikator 

kemiskinan. Hal ini memberikan 

kesimpulan bahwa pelaksanaan 

PKH dari sisi input sudah 

berjalan secara efektif. 

b. Aspek Proses meliputi lima hal 

yaitu; Pertama, pelaksanaan 

kegiatan Pertemuan Awal dan 

Validasi di Kecamatan 

Pekalongan pada tahun 2014 

yang menghasilkan 789 RTS 

ditetapkan layak sebagai 

penerima PKH, sedangkan 136 

RTS atau 17,2% dinyatakan tidak 

layak menjadi peserta PKH. 

Kedua, kegiatan Pembentukan 

Kelompok KPM sebagai sarana 

komunikasi, koordinasi dan 

pertemuan bulanan antara peserta 

PKH dengan petugas 

Pendamping PKH sudah 

terbentuk dan telah berjalan 

dengan baik.  Ketiga, kegiatan 

Verifikasi Komitmen Faskes dan 

Fasik, dimana anak sekolah KPM 

sudah mentaati kehadiran 

minimal 85% disekolah begitu 

juga dengan tingkat kehadiran 

bumil/balita di 
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posyandu/puskesmas sudah 

berjalan dengan baik. Keempat, 

kegiatan Pemutahiran Data 

sebagai upaya updating data juga 

telah dilakukan pada setiap tahap 

pemutahiran data. Dan yang 

kelima, Pelaksanaan Penyaluran 

bantuan sudah berjalan dengan 

baik dan sudah sesuai dengan 

ketentuan dan prosedur yang ada. 

Hal ini memberikan kesimpulan 

bahwa pelaksanaan PKH dari sisi 

proses sudah berjalan secara 

efektif. 

c. Aspek Output meliputi dua hal 

yaitu; Pertama komitmen KPM 

pada fasdik dan kedua komitmen 

KPM pada faskes. Selama 

keberadaan PKH sejak 2014–

2019 menunjukkan adanya 

perubahan sikap positif peserta 

PKH.  Dimana terjadi 

peningkatan partisipasi kehadiran 

peserta PKH pada fasdik serta 

terjadi peningkatan kunjungan 

peserta PKH pada faskes. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan PKH dari sisi output 

sudah berjalan secara efektif. 

2. Terdapat faktor yang mendukung 

pelaksanaan PKH di Kecamatan 

Pekalongan meliputi : 

a. Aspek komunikasi 

(communication) berupa 

dukungan kelembagaan PPKH 

Kabupaten Lampung Timur yang 

terdiri dari Tim Koordinasi 

Teknis PKH, serta Pelaksana 

Program Keluarga Harapan 

(PPKH) yang telah berjalan 

dengan baik, melalui rapat 

koordinasi yang telah berjalan 

rutin.  

b. Aspek kecenderungan 

(dispotitions), berupa dua hal 

yaitu dukungan Pemerintah 

Daerah berupa alokasi dana 

sharing PKH yang bersumber 

dari APBD, serta dukungan 

kebijakan lainnya. 

c. Aspek sumber-sumber 

(resources), berupa komitmen 

serta kapasitas petugas pelaksana 

PKH yang memadai. 

3. Hambatan dalam pelaksanaan PKH 

di Kecamatan Pekalongan meliputi:  

a. Kendala dalam pelaksanaan 

penetapan RTS yang disebabkan 

oleh permasalahan sumber data 

yang tidak akurat.  

b. Keterlambatan dalam 

pelaksanaan kegiatan 

pemutahiran data, akibat tidak 

terpenuhinya sebagian prasyarat 

administratif. 

c. Permasalahan keterlambatan 

dalam pelaksanaan verifikasi 

komitmen, akibat kinerja 

beberapa petugas pendamping 

yang kurang optimal.   

4. Kualitas PKH dinilai lebih baik jika 

dibandingkan dengan program 

bantuan langsung lainnya seperti 

BLSM atau BLT. PKH dinilai lebih 

baik karena mengkombinasikan 

skema bantuan tunai yang 

selanjutnya berubah menjadi non 

tunai dengan prasyarat berupa 

komitmen kehadiran peserta PKH 

pada fasdik dan faskes, adanya 

mekanisme pendampingan yang 

intens oleh petugas Pendamping 

PKH, pertemuan kelompok KPM, 

serta pelaksaaan PKH yang 

berlangsung dalam waktu yang 

relatif lama yaitu enam tahun 

pelaksanaan program. Sehingga 

secara umum dapat disimpulan 

Pelaksanaan PKH oleh Kemensos 

RI. sangat efektif untuk 

mengentaskan kemiskinan di 

Indonesia. 
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